
M E D I A  O F  L A W  A N D  S H A R I A  
Volume 4, Issue 2, 2023, 130-152 

P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN: 2716-2192 

https://mls.umy.ac.id 

130 

 

Problematika Perusahaan Grup: Bentuk dan Potensi Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
 

Dandi Jayusman*, Reni Budi Setianingrum 

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 

*Korespondensi: dandi.jayusman.law18@mail.law.umy.ac.id 

 

Submitted: 27-01-2023; Reviewed: 11-03-2023; Revised:13-03-2023; Accepted: 13-03-2023 

DOI:  https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.7 

 

Abstrak  

Perkembangan perusahaan grup dewasa ini, merupakan implikasi era globalisasi yang 

menjadikan persaingan usaha semakin terbuka bebas dan pada saat yang sama dapat 

menjerumuskan pelaku usaha kedalam praktik monopoli. Adapun yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah membuat analisis problematika perusahaan grup dalam tata hukum Indonesia 

dan menganalisis bentuk-bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui 

strategi bisnis perusahaan kelompok (grup). Sedangkan metode yang digunakan ialah metode 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

problematika perusahaan grup di Indonesia terjadi dikarenakan pengaturannya yang didasarkan 

pada UUPT 2007 dengan menggunakan pendekatan perseroan tunggal, yang secara yuridis 

mengakui bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan dalam perusahaan grup bersifat mandiri. 

Adapun bentuk-bentuk praktik monopoli yang berpeluang dilakukan oleh perusahaan grup ialah 

kepemilikan saham silang, praktik diskriminasi dan penetapan harga melalui jabatan rangkap. Hal 

tersebut merupakan implikasi dari kekuatan pengendalian dan dominasi penuh yang dimiliki 

perusahaan induk dalam menentukan kebijakan dan aktivitas bisnis anak perusahaanya. 

Kata kunci: hukum persaingan usaha; perseroan terbatas; perusahaan grup 

Abstract  

The development of group companies today is an implication of the globalization era which 

makes business competition more open and free and at the same time can plunge business actors 

into monopoly practices. The aim of this research is to analyze the problems of group companies 

in the Indonesian legal system and to analyze forms of monopolistic practices and unfair business 

competition through the business strategy of group companies (groups). While the method used 

is the normative legal research method using statutory approaches, case approaches, and 

conceptual approaches. The results of this study indicate that the problems of group companies in 

Indonesia occur due to the regulation based on the 2007 UUPT using a single company approach, 

which legally recognizes that the parent company and subsidiaries in group companies are 

independent. The forms of monopolistic practices that are likely to be carried out by group 

companies are cross-share ownership, discriminatory practices and price fixing through multiple 

positions. This is an implication of the parent company's controlling power and full dominance in 

determining the policies and business activities of its subsidiaries. 

Keywords: business competition law; groups company; limited liability company 

 

1. Pendahuluan 

Bentuk usaha berupa pembentukan perusahaan grup merupakan strategi yang 

banyak diminati oleh pelaku usaha dalam mencapai kepentingan bisnisnya. Alasan 

dibalik terbentuknya perusahaan grup yaitu sebagai upaya pelaku usaha dalam 

mengakomodasi ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mencapai 
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kepentingan ekonomi perusahaan grup melalui sinergi anggota perusahaan grup.1 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh CDMI selaku perusahaan konsultan bisnis 

dan riset di Indonesia, mengemukakan bahwa 120 perusahaan grup di Indonesia telah 

memberikan kontribusi bagi pendapatan negara sebesar Rp 361,84 triliun pada tahun 

2107 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 432,37 triliun. Angkat tersebut 

diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya.2 

Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada satupun peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari 

perusahaan grup, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai 

konstruksi perusahaan grup di Indonesia.3 Secara yuridis asal muasal lahirnya perusahaan 

grup di Indonesia, sebenarnya berawal dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1955 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT 2007. UU a quo memberikan 

legitimasi kepada suatu perseroan melakukan perbuatan hukum untuk memiliki saham 

atau mengambil alih saham pada perseroan lain yang menyebabkan beralihnya 

pengendalian perseroan ke perseroan sang pengambil alih.4 Beberapa upaya yang kerap 

ditempuh dalam mendirikan perusahaan grup meliputi pendirian perseroan, 

pengambilalihan saham, joint venture, serta pemisahan perseroan.5 Yang mana ke semua 

perbuatan hukum tersebut berimplikasi kepada lahirnya kepemilikan induk atas saham 

anak perusahaan. 

Perusahaan grup terdiri dari induk perusahaan sebagai perseroan yang khusus 

disiapkan memegang saham perseroan lain (anak-anak perusahaan), untuk tujuan 

investasi baik tanpa maupun dengan pengendalian yang nyata (without or with actual 

control).6 Dapat dikatakan bahwa pemegang kendali dalam perusahaan grup adalah 

pemegang saham mayoritas. Kepemilikan saham mayoritas dalam praktik bisnis juga erat 

kaitannya dengan kepentingan ekonomis dalam menguasai pasar.7  Hal tersebut tentunya 

tidak bisa dilepaskan dari adanya keinginan untuk mendominasi bisnis dan menguasai 

berbagai jenis bentuk usaha dalam satu tangan dan pada saat yang sama menjadi faktor 

utama atas timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat 

merugikan pihak lain.  

Kedudukan Induk perusahaan untuk mengendalikan dan menentukan kebijakan 

atau mempengaruhi anak perusahaan pada saat yang sama dapat menimbulkan anti 

 
1 Sulistiowati, 2010 “Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia”, Jakarta, Penerbit 

Erlangga. Hlm 64 
2 CDMI Consulting, 2020 “120 Group Perusahaan Konglomerasi Bisnis Indonesia,” 

Https://Www.Cdmione.Com/120-Group-Perusahaan-Konglomerasi-Bisnis-Indonesia/. Akses 20 Maret 

2020, 
3 Windi Afdal And Carina Tan, “Hubungan Hukum Pekerja Dan Keberlakuan Peraturan Perusahaan 

Dalam Perusahaan Konglomerasi”, Journal Of Judicial Review 21, No. 2, 2019. Hlm. 171. 
4 Op.cit. Hlm, 23-24. 
5 Sulistiowati, “Limited Liability Dalam Limited Liability Pada Konstruksi Perusahaan Kelompok 

Piramida”, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2021. Hlm. 45. 
6Letezia Tobing, 2103 “Holding Company, Fungsi Dan Pengaturannya”, Klinik Hukumonline 

Hukumonline.Com, Https://Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl3562/Holding-Company--Fungsi-

Dan-Pengaturannya. Accessed 25 Oktober, 2021. 
7Roni Bara Pratama, Rizky Ramadhan, And Yoses Kharismanta Tarigan, “Kepemilikan Saham Silang Pada 

Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha”, Amanna Gappa Vol. 28. No.1. 2020. 

Hlm 50–63. 

https://www.cdmione.com/120-Group-Perusahaan-Konglomerasi-Bisnis-Indonesia/
https://hukumonline.com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl3562/Holding-Company--Fungsi-Dan-Pengaturannya
https://hukumonline.com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl3562/Holding-Company--Fungsi-Dan-Pengaturannya
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persaingan dan merugikan pihak lain.8 Adanya peluang penguasaan industri tertentu 

melalui strategi bisnis perusahaan grup yang kemudian dapat menutup kesempatan pelaku 

usaha lain untuk mengembangkan bisnisnya semakin memperjelas adanya hambatan 

persaingan usaha.9  Oleh sebab itu, untuk mengatur aktivitas persaingan agar dapat 

berjalan secara kondusif serta menghindari terjadinya pelemahan ekonomi di pasar dan 

menguntungkan pihak tertentu, pada 5 Maret 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan efisiensi ekonomi nasional.   

Selanjutnya, perkembangan realitas bisnis perusahaan grup belakangan ini 

disamping mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha yang bersangkutan 

tetapi pada saat yang sama beberapa perusahaan grup akhirnya terjerumus kedalam 

praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tak sedikit perusahaan grup akhirnya 

harus berhadapan dengan KPPU di dalam persidangan. Beberapa kasus pelanggaran 

hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan grup telah diputus oleh KPPU 

akan dijabarkan sebagai berikut: Pertama, kasus perusahaan telekomunikasi Temasek 

Holdings Pte.  Ltd dan anak perusahaanya. Berdasarkan putusan KPPU Nomor 07/KPPU-

L/2007 Temasek Group terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat berupa tindakan kepemilikan saham silang di Telkomsel dan Indosat sebagaimana 

diatur dalam Pasal 27 huruf (a) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.10 Kedua, kasus Lion Group Airlines. Perusahaan grup 

tersebut terdiri dari PT. Langit Esa Oktagon, PT. Lion Group, PT. Lion Mentari Airlines, 

PT. Batik Air Indonesia, PT. Wings Abadi, dan PT. Lion Express. Berdasarkan Putusan 

KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020, PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia dan 

PT. Lion Express dikenakan sanksi sebesar 1 miliar karena telah melakukan pelanggaran 

terhadap Pasal 19 huruf (d) UU Anti Monopoli.11 Ketiga, kasus Garuda Group mengenai 

rangkap jabatan dan penetapan harga, dengan struktur  perusahaan seperti berikut: Garuda 

Group terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air dan PT 

NAM Air. Adapun PT Sriwijaya Air dan PT NAM Air dulunya memiliki perusahaan grup 

tersendiri namun pada akhirnya telah bergabung dalam Garuda Group yang dipimpin Ari 

Akshara.  Dalam putusan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 memutuskan bahwa 

seluruh maskapai tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 

5 UU Anti Monopoli.12 

Berdasarkan fakta di atas yang telah Peneliti uraikan, sejatinya telah memberikan 

gambaran kepada kita bahwa perusahaan grup dalam realitanya memiliki peluang yang 

 
8Miftahul Mahasin, 2015 “Strategi Bisnis Dalam Konstruksi Holding Company Perspektif Hukum 

Persaingan Usaha” Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hlm 9. 
9Zai Syahril Nur, Dyah Permata Budi Asri, And Murjiyanto Murjiyanto, “Juridical Study On The 

Implementation Of Business Strategy On Group Construction Companies (Holding Companies) Holding 

Companies From Business Law Perspectives”, Kajian Penelitian Hukum, Vol 4, No 1, 2020. Hlm. 6.  
10Hukumonline, 2007 “KPPU Nyatakan Temasek Langgar UU Anti Monopoli,” hukumonline.com, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-nyatakan-temasek-langgar-uu-anti-monopoli-hol18017. 
Accessed 31 Mei 2022. 
11Kompas Cyber Media, 2021 “Terbukti Lakukan Praktik Monopoli, 3 Perusahaan Lion Air Group 

Didenda Rp 1 Miliar Halaman All,” Kompas.Com, 

Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/03/29/162702126/Terbukti-Lakukan-Praktik-Monopoli-3-

Perusahaan-Lion-Air-Group-Didenda-Rp-1. Acces 29 Mei 2022. 
12Ariyani Yakti Widyastuti, 2020 “Kppu Bacakan Hasil Putusan Kasus Dugaan Kartel Pesawat Hari Ini,” 

Tempo, Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/1356711/Kppu-Bacakan-Hasil-Putusan-Kasus-Dugaan-Kartel-

Pesawat-Hari-Ini. Accses 23 Mei 2022. 

https://money.kompas.com/Read/2021/03/29/162702126/Terbukti-Lakukan-Praktik-Monopoli-3-Perusahaan-Lion-Air-Group-Didenda-Rp-1
https://money.kompas.com/Read/2021/03/29/162702126/Terbukti-Lakukan-Praktik-Monopoli-3-Perusahaan-Lion-Air-Group-Didenda-Rp-1
https://bisnis.tempo.co/Read/1356711/Kppu-Bacakan-Hasil-Putusan-Kasus-Dugaan-Kartel-Pesawat-Hari-Ini
https://bisnis.tempo.co/Read/1356711/Kppu-Bacakan-Hasil-Putusan-Kasus-Dugaan-Kartel-Pesawat-Hari-Ini
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cukup besar dalam melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Kecenderungan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui strategi bisnis 

perusahaan grup menarik perhatian Peneliti untuk mengkaji dan mengupas secara tuntas 

mengenai ketersinggungan perusahaan grup dengan hukum persaingan usaha di 

Indonesia. 

 

2. Metode Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan studi kepustakaan 

(literature study)13 dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).14 

Sedangkan Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut 

dilakukan dengan teknik membaca, melihat, dan mendengarkan. Selanjutnya, teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara deskriptif kualitatif 

yaitu menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk menggambarkan 

suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.15  Sehingga, diharapkan dari bahan-bahan 

hukum tersebut Peneliti mendapat penjelasan mengenai ketentuan perusahaan grup dalam 

tata hukum di Indonesia dan kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Problematika Perusahaan Grup Dalam Tata Hukum Indonesia 

Dalam konteks Indonesia belum ada pengaturan yang khusus mengatur perusahaan 

grup, kerangka pengaturan perusahaan grup masih disandarkan pada Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, tetapi UU a quo tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup 

sebagai badan hukum tersendiri vis-a-vis badan hukum lainnya. Diskursus mengenai 

perlu atau tidaknya pengakuan yuridis status perusahaan grup berawal dari adanya 

pertimbangan bahwa pengakuan yuridis status perusahaan grup tidak diperlukan 

mengingat pemberian status perusahaan grup akan menghilangkan kemandirian yuridis 

anggota perusahaan grup.16 

Apabila kita berangkat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 yang 

menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Yang mana dalam 

memori penjelasan Pasal a quo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “orang” 

adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau 

 
13Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, And M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif 

Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, No. 1 (2021) Hlm, 8. 
14Peter Mahmud Marzuki, 2021“Penelitian Hukum”, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana. Hlm 137-142. 
15 Mukti Fajar And Yulianto Achmad, 2010 “Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)” 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm, 157-161. 
16Op.cit hlm. 9. 
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badan hukum Indonesia maupun asing. Kendatipun memori penjelasan Pasal a quo tidak 

menyatakan mengenai implikasi yuridis pendirian suatu perseroan oleh perseroan lain, 

tetapi memori penjelasan Pasal a quo merupakan bentuk legitimasi bagi suatu badan 

hukum atau perseroan untuk mendirikan perseroan lain. Perbuatan hukum yang demikian 

menyebabkan suatu badan hukum atau perseroan memiliki atau memperoleh saham pada 

perseroan lain. Kepemilikan saham inilah yang kemudian berimplikasi pada timbulnya 

keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup.  

Menurut M. Yahya Harahap pemilik saham atau pemegang saham dapat diartikan 

sebagai pemilik (eigenaar/owner) perseroan untuk melakukan kontrol terhadap 

kepengurusan serta kebijakan perseroan.17 Dalam rezim UUPT 2007 dikenal adanya 

pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pembagian tersebut merupakan implikasi dari 

ketentuan Pasal 84 UUPT yang mengatur bahwa setiap saham yang dikeluarkan 

mempunyai satu hak suara (one share one vote). Oleh karena itu pemegang saham 

mayoritas dapat diartikan sebagai pemegang suara terbanyak dibandingkan dengan 

pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan di RUPS.18 

Sedangkan pendirian anak perusahaan merupakan perbuatan hukum dalam 

pengembangan perusahaan grup dengan mengalokasikan sebagian kegiatan usaha kepada 

anak perusahaan yang didirikan. Pengembangan perusahaan melalui pendirian anak 

perusahaan dapat dilakukan, baik dilakukan secara langsung maupun pendirian anak 

perusahaan oleh sub-holding company. Keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak 

perusahaan yang didirikan oleh sub-holding company adalah induk dan cucu perusahaan. 

Dalam laporan keuangan konsolidasi, cucu perusahaan dianggap sebagai anak perusahaan 

tidak langsung.19 Dalam memori penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 

yang menyatakan bahwa “… yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah perseroan 

yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya. Berdasarkan memori 

penjelasan pasal a quo dapat dipandang sebagai legitimasi lahirnya kelembagaan 

perusahaan grup yang dikonstruksikan oleh induk dan anak-anak perusahaan yang saling 

terkait. 

Adapun yang menjadi alasan pendirian suatu perseroan oleh perseroan lain terletak 

pada kemungkinan untuk mengatasi atau membagi risiko. Konstruksi perseroan induk 

dan anak (holding company and daughter company) dapat meringankan masalah-masalah 

yang dihadapi oleh suatu perseroan yang sudah tua atau holding company tersebut. Sebab 

perseroan baru itulah yang akan melaksanakan kegiatan usaha seperti transaksi dagang, 

persediaan, pemasukkan tagihan-tagihan dan hutang-hutang.20 

Ambang batas kepemilikan saham dan kewenangan untuk mengendalikan 

keputusan stratejik pada anak perusahaan harus memenuhi syarat kepemilikan lebih besar 

dari 50% hak suara dalam RUPS dan kontrol untuk menentukan direksi perusahaan. 

 
17 M. Yahya Harahap, 2009 "Hukum Perseroan Terbatas" Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 206 
18 Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang 

Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi” Yuridika, Vol. 32, No. 3, 2017. Hlm. 446 
19Op.cit hlm 76-77. 
20Budi Sutrisno, “Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem 

Hukum Perusahaan Indonesia,” Jatiswara, Vol. 34, No. 3, 2019. Hlm 288. 
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Berdasarkan hal tersebut, kualifikasi anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup 

bukanlah suatu yang bersifat mutually exclusive antara kepemilikan saham dan kuasa 

pengendalian. Ketentuan lainnya yang memberikan legitimasi lahirnya perusahaan grup 

terdapat dalam Pasal 1 angka (11) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa 

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang 

perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya 

pengendalian atas Perseroan tersebut”. Jadi perubahan yang timbul, bukan pada status 

perseroan tetapi pada pemegang saham pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap 

berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.21 

Selanjutnya, kewenangan pengambilalihan perseroan terhadap perseroan lain telah 

ditegaskan pula dalam Pasal 125 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengambilalihan 

dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan”.  Oleh karena itu, perseroan 

hasil akuisisi saham/usaha ini akan akan dikendalikan oleh perseroan yang mengakuisisi 

dengan kedudukan sebagai anak perusahaan dan induk perusahaan bagi mengakuisisi 

saham/usaha tersebut. 

Secara teoritis, ekspansi bisnis melalui akuisisi merupakan bentuk pengambilalihan 

kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (acquirer) sehingga akan 

mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih (acquiree) 

tersebut. Ketentuan mengenai pengendalian tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 125 

ayat (3) UUPT 2007. Sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian secara teoritis 

adalah “kekuatan yang berupa kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan 

operasi perusahaan, mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan mendapatkan hak 

suara mayoritas dalam rapat direksi”.22  Pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain 

melalui pengambilalihan saham merupakan bentuk intercorporate control yang menjadi 

suatu yang konstitutif bagi timbulnya keterkaitan antara induk dan anak.23  

Ketentuan yang memberikan legitimasi lahirnya perusahaan grup juga terdapat 

dalam Pasal 1 angka (12) UU yang mengatur mengenai pemisahan usaha perseroan 

terbatas. Kendatipun ketentuan a quo tidak secara eksplisit menyatakan bahwa 

pemisahaan usaha yang dilakukan oleh perseroan berimplikasi kepada terbentuknya 

perusahaan grup ataupun timbulnya pengendalian satu perseroan terhadap perseroan lain, 

tetapi ketentuan pada pasal ini memberikan legitimasi bagi pembentukan perusahaan grup 

yang dihasilkan dari pemisahan satu perseroan menjadi dua atau lebih perseroan. 

Dalam konteks Pemisahan usaha,  terdapat dua cara pemisahan yakni pemisahan 

murni dan pemisahan tidak murni, dimana pemisahan murni mengakibatkan seluruh 

aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau 

 
21Rezmia Febrina, “Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1. 2014. Hlm. 171. 
22Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Perbandingan Hukum Pengambilalihan Perusahaan 

Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia Dan Amerika Serikat,” Jurnal Litigasi, Vol.  22, No. 1, 2021, Hlm. 

2.. 
23Hartana Hartana, “Proses Merger Dan Joint Venture Digunakan Dalam Ekspansi Perusahaan Group 

Dalam Sektor Pertambangan Batubara,” Pandecta Research Law Journal 12, no. 2 (2017): 111–34. Op, cit. 

Hlm. 111. 
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lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut 

berakhir karena hukum, sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian 

aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau 

lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap 

ada.24 

Selanjutnya, karena UUPT 2007 masih mempertahankan pengakuan yuridis 

terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Maka dapat diartikan, kerangka pengaturan 

perusahaan grup di Indonesia menggunakan pendekatan perseroan tunggal yang secara 

yuridis masing-masing perseroan bersifat mandiri.25 Hal ini kemudian menimbulkan 

kontradiksi dengan realitas bisnis perusahaan grup yang ditandai oleh adanya 

pengendalian terhadap anak perusahaan oleh perusahaan induk. Mengingat, dalam 

perseroan tunggal berlaku prinsip hukum mengenai separate legal entity atau badan 

hukum yang bersifat mandiri dan limited liability atau tanggung jawab terbatas oleh 

pemegang saham.26   

Prinsip limited liability sejatinya telah diakomodir dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia melalui UUPT 2007. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 

(1) yang menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Prinsip limited liability tersebut 

kemudian diperjelas lagi melalui Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

“Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya 

bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak 

meliputi harta kekayaan pribadinya”. Dalam hal ini, prinsip separate legal entity tersebut 

menjadi garis pemisah antara pemegang saham dengan perseroan itu sendiri. Sedangkan 

prinsip limited liability melindungi pemegang saham dari tanggung jawab suatu perseroan 

yang melebihi nilai saham pada perseroan.27  

Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa limited liability merupakan prinsip 

hukum yang diciptakan untuk perseroan tunggal, dan seharusnya tidak ditujukan untuk 

perusahaan grup. Karena pada dasarnya, penerapan prinsip limited liability dalam 

perusahaan grup akan menciptakan lubang hukum dari sikap oportunistik untuk 

perusahaan yang mungkin muncul. Semisal ketika induk perusahaan melakukan 

eksternalitas kegiatan usaha yang beresiko pada anak perusahaan. Akibatnya, induk 

perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Begitupun 

dengan sebaliknya. 

 
24Budi Sutrisno, “Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem 

Hukum Perusahaan Indonesia,” Jatiswara 34, no. 3 (2019): 283–93. op, cit Hlm. 283. 
25Ni Made Pratiwi Dharnayanti, Yohanes Usfunan, And I. Made Sarjana, “Hubungan Hukum Perusahaan 

Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer” Acta 

Comitas:  Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 2 No 1. 2017. Hlm. 70. 
26 Op.cit hlm. 4. 
27 Ibid Hlm 41. 



P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN: 2716-2192 

137 

Kegiatan bisnis dengan skala menengah dan besar dewasa ini, menunjukkan 

kecenderungan tidak lagi menggunakan bentuk perusahaan tunggal, tetapi menggunakan 

konstruksi perusahaan grup. Konstruksi perusahaan grup sebagaimana diungkapkan oleh 

Ludwig Raiser merupakan “polaritas dari pluralitas di antara anggota perusahaan grup 

yang berbadan hukum mandiri dengan kesatuan dari keseluruhan perusahaan grup”.28 

Eisenberg membedakan konstruksi perusahaan grup berdasarkan kepemilikan saham 

yang terdiri dari kelompok vertikal dan horizontal. 29 Dalam kelompok usaha vertikal, 

jenis-jenis usaha dari masing-masing perusahaan satu sama lain masih tergolong serupa 

dan menguasai suatu jenis produksi dari hulu ke hilir. Sedangkan dalam kelompok usaha 

horizontal, bisnis dari masing-masing anak perusahaan tidak ada kaitannya antara yang 

satu.30 Juga dibedakan melalui diversifikasi usaha kerja sama dengan perusahaan lain atau 

mengalokasikan sebagai kegiatan usaha ke perusahaan lain.31 

Secara umum, konstruksi perusahaan grup membedakan antara perusahaan grup 

kontraktual dan perusahaan grup de facto. Perusahaan grup kontraktual dibentuk 

berdasarkan kontrak antara induk dan anak perusahaan, sedangkan perusahaan grup de 

facto dibentuk berdasarkan deklarasi sepihak.32 Karakteristik utama perusahaan grup 

biasanya ditentukan melalui kepemilikan bersama. Perusahaan grup mencakup 

perusahaan induk dan perusahaan anak baik langsung maupun tidak langsung yang 

masing-masing memiliki identitas hukum tersendiri yang hak dan kewajiban hukumnya 

juga terpisah.33  

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UUPT 2007 tidak 

menjelaskan secara khusus dan mendalam mengenai konstruksi perusahaan grup. Tetapi 

memberikan mekanisme-mekanisme yang berimplikasi pada terbentuknya suatu usaha 

dengan model perusahaan grup yang diatur dalam Bab VII UUPT 2007 sebagaimana telah 

diulas sebelumnya. Terdapat beberapa larangan dalam kaitannya perusahaan grup di 

Indonesia. Hal tersebut dapat kita jumpai pada Pasal 7 ayat (5) UUPT 2007 yang 

menyatakan bahwa “Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang 

saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan 

sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada 

orang lain”.  

 
28Op, cit. Hlm. 254-256  
29Op, cit. Hlm 80. 
30Tina Amelia, “Tanggung Jawab Terbatas Induk Perusahaan Bumn Terhadap Anak Perusahaan Bumn 

Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/Phpu-Pres/Xvii/2019 Tahun 2019,” Sol Justicia, 

Vol.  3, No. 2, 2020. Hlm 118. 
31 Rosida Diani, “Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan 

Hukum Dengan Anak Perusahaan,” Simbur Cahaya, Vol., 24. No. 1, 2017. Hlm 27. 
32 Klaus J. Hopt, “Groups Of Companies-A Comparative Study On The Economics, Law And Regulation 

Of Corporate Groups,” European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper No. 286, 

(2015), Hlm 9-10. 
33Virginia Harper Ho, “Theories Of Corporate Groups: Corporate Identity Reconceived,” Seton Hall L. 

Rev. 42, 2012, Hlm 887. 
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Apabila kita analisis pasal a quo. UUPT 2007 pada dasarnya melarang adanya 

wholly owned ownership atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh induk 

perusahaan. Dalam artian, anak perusahaan tidak diperbolehkan sahamnya seratus persen 

dimiliki oleh induk perusahaan. Yang apabila dalam hal jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, 

pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian 

Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat 

membubarkan Perseroan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) 

UUPT 2007.  

Selain itu, dalam konstruksi perusahaan grup di Indonesia, ketentuan UUPT 2007 

membatasi mengenai adanya kepemilikan silang atau crossholding sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) UU a quo yang menyatakan bahwa “Perseroan 

dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan 

lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan”. 

Ketentuan a quo menentukan bahwa perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk 

dimiliki sendiri.  Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang atau cross 

holding baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan silang secara langsung adalah apabila 

perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada 

satu “perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada 

perseroan pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan kepemilikan silang secara tidak 

langsung adalah kepemilikan perseroan pertama atas saham pada perseroan kedua melalui 

kepemilikan pada satu “perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua 

memiliki saham pada perseroan pertama. Oleh karenanya, yang menjadi rasio legis 

mengenai pembatasan terhadap kepemilikan silang yang diatur pada Pasal 36 UUPT 2007 

yaitu sebagai upaya untuk mencegah adanya perbuatan hukum suatu perseroan untuk 

meningkatkan kepemilikan saham pada perseroan lain tanpa memenuhi kewajiban 

penyetoran dana karena peningkatan kepemilikan saham pada perseroan lain yang 

menyebabkan suatu perseroan memperoleh kewenangan untuk mengendalikan perseroan 

lain. 

Lebih lanjut, kepemilikan saham suatu perseroan pada perseroan lain telah 

melahirkan hubungan hukum induk dan anak perusahaan sehingga induk perusahaan 

dapat menggunakan hak suara dalam RUPS anak perusahaan, mengangkat anggota 

direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, ataupun melakukan pengendalian 

terhadap anak perusahaan kepada persoran lain melalui kontrak pengendalian. Hubungan 

hukum antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup disebabkan 

adanya hal-hal berikut ini:34 

a. Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan 

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan 

memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai 

 
34Op, cit. Hlm 96-97. 
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pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan 

manajemen. Adapun yang menjadi fungsi kepemilikan induk atas saham anak 

perusahaan ialah zeggenschapsfunctie. Dalam hal ini, Kepemilikan saham pada anak 

perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan 

anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat 

umum pemegang saham untuk mendukung beleggingsfunctie dari konstruksi 

perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. 

b. Rapat Umum Pemegang Saham 

Induk perusahan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan 

melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk 

perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian 

tujuan perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan 

sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk business plan selama lima tahun 

yang dikenal dengan rencana strategis. Dalam rencana strategis ini, direksi induk 

perusahaan menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, 

budaya, serta sasaran strategis perusahaan. Kebijakan dasar induk perusahaan ini 

diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka panjang 

masing-masing. 

c. Penempatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahan 

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki 

kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk 

perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. 

Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan 

bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak 

perusahaan. Dengan fungsi pengendalian tersebut, induk perusahaan dapat 

mengetahui perkembangan kegiatan usaha masing-masing anak perusahaan. 

d. Hubungan Hukum Melalui Perjanjian Hak Bersuara 

Hubungan hukum induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena 

perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang 

menyepakati bahwa penunjukan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah 

satu pemegang saham pendiri. 

e. Hubungan Hukum Melalui Kontrak/Perjanjian 

Dalam hal ini, Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada 

perseroan lain melalui Perjanjian Pengelolaan Perusahaan. 

Berdasarkan hubungan hukum atau keterkaitan yang erat antara induk dan anak 

perusahaan sebagaimana telah diuraikan di atas memperlihatkan pengendalian 

perusahaan induk terhadap anak perusahaan nyata terlaksana. Sehingga menimbulkan 

kesan dan kecenderungan adanya fakta bahwa perusahaan grup merupakan satu kesatuan 
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ekonomi.35 Perusahaan anak didesain sepenuhnya mengarah untuk mendukung 

kepentingan perusahaan grup melalui dominasi kepengurusan oleh induk perusahaan. 36  

Sedangkan dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya 

dalam Penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1995 Keterkaitan antara induk dan anak 

perusahaan disebabkan adanya hal-hal berikut ini: 

a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya; 

b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk 

perusahaannya; dan atau 

c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan 

Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. 

Dalam hal ini, hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak 

perusahaannya bersumber dari hubungan kontraktual. Adapun yang dimaksud 

kontraktual disini bahwa anak perusahaan memiliki hak untuk melakukan perikatan 

secara personal dengan pihak lain, selama perbuatan hukum yang dilakukan tidak 

melebihi batasan dalam anggaran dasar dari perusahan tersebut. 

3.2. Bentuk-Bentuk Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui 

Strategi Bisnis Perusahaan Kelompok (Grup) 

Dalam hal ini, bentuk-bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

yang berpotensi dilakukan oleh perusahaan grup, Peneliti akan berangkat dari beberapa 

kasus yang telah diputus oleh KPPU sebagaimana yang telah diulas dalam latar belakang 

penelitian ini. Berhubung KPPU merupakan lembaga independen yang bertugas 

mengawasi pelaku usaha dan memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan 

tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta 

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha.37 

Dari hasil analisis kasus tersebutlah yang akan menjadi basis penilaian mengenai bentuk-

bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi dilakukan oleh 

perusahaan grup kedepannya. 

a. Kasus Kepemilikan Saham Silang Perusahaan Grup (PT Temasek Holdings) 

Setelah Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 

melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap kasus a quo, pada hari Senin, tanggal 19 

November 2007, KPPU melalui Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 

memutuskan: 

 
35Alia Putri Syahbaniar, Elisatris Gultom, And Anita Afriana, “Penerapan Prinsip Kemandirian Good 

Corporate Governance Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Pertamedika Sebagai Induk Perusahaan 

Dengan Anak Perusahaan PT Agro Medika Nusantara,” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 

Vol 2, No. 1, 2018. Hlm. 33. 
36Lina Maulidiana And Rendy Renaldy, “Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang 

Berakibat Munculnya Posisi Dominan,” Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 2, 2020. Hlm 256– 257. 
37 Dudung Mulyadi and Ibnu Rusydi “Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017. 

Hlm. 7. 



P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN: 2716-2192 

141 

1) Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan anak 

perusahaannya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf (a) 

UU Anti Monopoli; 

2) Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU Anti Monopoli;  

3) Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 

25 ayat (1) huruf (b) UU Anti Monopoli. 

 Kasus Perusahaan asal Singapura ini berawal dari penanaman saham di PT 

Telkomsel dan PT Indosat Tbk melalui anak-anak perusahaannya yang skemanya 

dapat dilihat pada Tabel 1. Oleh karena itu, apabila kepemilikan saham dari dua anak 

perusahaan telekomunikasi Temasek Holdings sebagaimana digambarkan dalam 

Tabel. 1 digabung, maka akan terjadi pemusatan kekuatan pasar (market power) 

kepada Temasek Holdings. Pada tahun 2001 besar pangsa pasar PT Telkomsel adalah 

sebesar 56,14% dan PT Indosat Tbk adalah sebesar 20,20%. Setelah kepemilikan 

silang oleh Temasek, pangsa pasar Indosat dan Telkomsel menjadi sebesar 88,09%. 

Bahkan tahun 2006, penguasaan tersebut naik menjadi 89,64% Kondisi seperti ini 

membuat industri telekomunikasi di Indonesia didominasi oleh Temasek Holdings 

dan pada saat yang sama membuat persaingan usaha di bidang industri 

telekomunikasi akan menjadi tidak sehat dan efisien. 

Kendatipun Temasek Holdings, PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk memiliki 

badan hukum yang masing-masing bersifat mandiri dan tidak semua anak perusahaan 

terkaitnya merupakan badan hukum Indonesia, namun menurut KPPU Temasek 

Holdings beserta anak perusahaannya termasuk PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk 

masuk dalam kategori single economic entity melalui kepemilikan saham pengendali 

pada masing-masing perusahaan.38 

Selanjutnya, atas kepemilikan saham silang pada pada PT Telkomsel dan PT 

Tokopedia Tbk, Temasek Holdings melalui anak perusahaannya SingTel  dan STT 

memiliki hak untuk menominasikan direksi dan dewan komisaris, serta kewenangan 

untuk menentukan arah kebijakan perusahaan terutama dalam hal persetujuan 

anggaran melalui Capital Expenditure Committee39 dan kemampuan untuk memveto 

keputusan RUPS.40 Dalam hal ini, Temasek selaku pemegang saham mayoritas dapat 

menentukan arah kebijakan perusahaan pada Telkomsel dan Indosat melalui anak 

perusahaannya SingTel dan STT. 

Kepemilikan saham mayoritas Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT 

Indosat Tbk melalui anak perusahaannya menyebabkan terjadinya penentuan harga 

(price leadership) pada industri seluler di Indonesia yang merugikan masyarakat. Hal 

ini terlihat pada penguasaan pasar atau monopoli menyebabkan tarif seluler di 

Indonesia jauh lebih tinggi dibanding beberapa negara lain. Misalnya tarif seluler di 

 
38 “Putusan KPPU No.07/Kppu-L/2007,” Hlm.61. 
39 “Putusan KPPU No.07/Kppu-L/2007.” Hlm. 43 
40Suparji Suparji And Akhmad Ikraam, “Kasus Kepemilikan Saham Silang Pt Temasek Holdings,” Jurnal 

Magister Ilmu Hukum, Vol, 1, No. 2, 2021. Hlm. 3. 
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Vietnam hanya setengah dari PT Indosat Tbk dan PT Telkomsel, sementara di Brunei 

dan Thailand hanya sepertiganya.41 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Struktur Kepemilikan Saham Temasek Holdings Terhadap Pt 

Indosat Tbk Dan Pt Telkomsel 

Dalam perhitungan KPPU, kerugian yang dialami konsumen layanan 

telekomunikasi seluler di Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 

sekitar Rp. 14,76498 sampai dengan Rp. 30,80872. Selanjutnya, Perusahaan PT 

Telkomsel sebagai pemimpin pasar telah menetapkan harga/tarif jasa telekomunikasi 

seluler secara eksesif terutama semenjak PT Indosat Tbk dikendalikan oleh STT. 

Dominasi pasar yang demikian mengakibatkan pelaku usaha baru sulit masuk atau 

bersaing dengan PT Telkomsel.42 

Berdasarkan ketentuan yang dilanggar dalam kasus a quo yakni Pasal 17 

mengenai praktik monopoli dan Pasal 27 yang menyatakan tentang kepemilikan 

saham yang dilarang bersifat Rule of Reason. kepemilikan silang Temasek Holdings 

terhadap PT Indosat Tbk dan PT Telkomsel semakin menjauhkan industri 

telekomunikasi di Indonesia dari persaingan usaha yang sehat dan kompetitif 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.43 

Oleh karena itu, berrdasarkan fakta yang telah Peneliti uraikan diatas, 

hubungan afiliasi dengan pelaku usaha yang lain melalui kepemilikan saham silang 

dalam konstruksi perusahaan grup memiliki peluang dan potensi yang cukup besar 

 
41Op. cit. Hlm. 61 
42Op, cit Hlm. 8. 
43Op, cit Hlm, 4 
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terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha. Hal ini dikarenakan adanya 

kemampuan pengendalian yang sangat besar yang dimiliki induk perusahaan 

terhadap anak perusahaan. 

b. Kasus Praktik Diskriminasi Perusahaan Grup (Lion Group Airlines) 

Setelah Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 

melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap kasus a quo, pada hari Senin, tanggal 29 

Maret 2021, KPPU melalui Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, memutuskan: 

1) Menyatakan bahwa PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia dan 

PT. Lion Express terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 

huruf (d) UU Anti Monopoli; 

2) Menyatakan bahwa PT. Wings Abadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Anti Monopoli. 

3) Memerintahkan PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia dan PT. 

Lion Express tidak mengulangi perbuatan sebagaimana pelanggaran Pasal 19 

huruf (d) UU Anti Monopoli;  

4) Menghukum Terlapor PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia dan 

PT. Lion Express masing-masing membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000 

(satu miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui 

bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda 

pelanggaran di bidang persaingan usaha; 

5) Menetapkan denda tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun semenjak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, PT. Lion 

Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia dan PT. Lion Express kembali 

melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) UU Anti Monopoli. 

Pada dasarnya Induk dari PT. Lion Mentari Airlines (Lion Air), PT. Batik Air 

Indonesia (Batik Air), PT. Wings Abadi (Wings Air), dan PT. Lion Express (Lion 

Parcel) adalah PT. Langit Esa Oktagon (PT LEO) dan PT. Lion Group (PT LG), yang 

kesemuanya tergabung dalam suatu Perusahaan Grup yang sering dikenal dengan 

sebutan “Lion Group Airlines”. Adapun hubungan antara Terlapor melalui struktur 

kepemilikan saham dalam bentuk konstruksi perusahaan grup dapat digambarkan, 

sebagaimana terdapat pada Tabel, 2. 

Dalam Perusahaan Grup Lion Group Airlines sebagaimana digambarkan 

dalam Tabel. 2 apabila dikaitkan dengan teori entitas ekonomi tunggal (single 

economic entity doctrine), maka perusahaan PT LEO dan PT. Lion Group sebagai 

induk perusahaan dan PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia, PT. Wings 

Abadi dan PT. Lion Express sebagai anak perusahaan merupakan satu kesatuan 

entitas ekonomi dan pada saat yang sama anak perusahaan tidak memiliki 

independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan.44 

 
44Verry Iskandar, “Akuisisi Saham Oleh Perusahaan Terafiliasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan 

Usaha”, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 5, 2011, hlm, 22. 
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Gmabar 2. Skema Kepemilikan Saham Terlapor 

  

Berhubung PT LEO dan PT. Lion Group merupakan pemilik saham dominan 

dalam Lion Group Airlines, maka kedua perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai 

penentu kebijakan bagi Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Lion Parcel sebagai anak 

perusahaan, hal ini didasari dengan teori Co Policy Decider, bahwa anak Perusahaan 

merupakan alat yang digunakan oleh Induk Perusahaan untuk mewujudkan  

instruksinya.45 

Adapun Lion Air, Batik Air, dan Wings Air merupakan badan usaha dengan 

kegiatan usaha di bidang pengangkutan udara dengan menyediakan layanan jasa 

penerbangan komersial (niaga) dan pengangkutan barang dan kargo. Sedangkan Lion 

Parcel merupakan badan usaha yang berperan sebagai Perusahaan Jasa Pengiriman 

Paket dan Dokumen secara door to door ke seluruh Indonesia.46 Pada dasarnya, kasus 

ini berawal dari terjadinya penumpukan kargo di Bandara Hang Nadim Batam dalam 

kurun waktu Juli-September 2018. Melihat fenomena tersebut, tim investigator 

KPPU melakukan serangkaian penyelidikan dengan asumsi bahwa hal tersebut 

disebabkan adanya persaingan yang tidak sehat. 

Berdasarkan hasil penyelidikan KPPU ditemukan adanya Perjanjian Kerja 

sama yang dibuat oleh Lion Air, Batik Air, dan Wings Air, dengan Lion Parcel. 

Dalam perjanjian kerja sama tersebut Lion Air, Batik Air, dan Wings Air 

memberikan eksklusifitas kepada Lion Parcel atas penggunaan kapasitas kargo 

sebesar 40 (empat puluh) ton per-hari.47 Selain daripada itu, Lion Parcel diberikan 

hak untuk menjual sisa kapasitas kargo kepada pihak lain apabila Lion Parcel tidak 

dapat mengisi penuh kapasitas kargo yang tersedia serta memiliki hak untuk 

menerbitkan Surat Muatan Udara (SMU) sendiri untuk penerbangan dari Lion Air, 

 
45Siti Bianca Zahara And Heru Pringgodani Sanusi, “Tanggung Jawab Perusahaan Induk Lion Group 

Terhadap Praktik Diskriminasi Penjualan Kapasitas Kargo”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4, No. 1, 

2022. Hlm, 177.  
46“Putusan KPPU Nomor 07/Kppu-I/2020,” Hlm, 3. 
47“Putusan KPPU Nomor 07/Kppu-I/2020.” Hlm, 12. 
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Batik Air, dan Wings Air ketika mengangkut barang-barang miliknya sendiri ataupun 

pihak lain.48 Hal tersebutlah yang kemudian menjadi indikasi adanya praktik 

diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu mengenai pengangkutan barang/kargo 

dengan pesawat udara dan pada saat yang sama perjanjian tersebut telah menutup 

akses pengiriman bagi Perusahaan Jasa Titipan (PJT) lainnya. 

Seperti yang kita ketahui praktik diskriminasi termasuk salah satu bentuk 

penguasaan pasar yang dilarang dalam UU Anti Monopoli. Oleh karena itu, KPPU 

dalam menyelidiki jenis perbuatan demikian harus menganalisis penentuan pasar 

bersangkutan terlebih dahulu baik itu pasar produk ataupun pasar berdasarkan 

geografis. In casu a quo KPPU memberikan pertimbangan bahwa Pasar produk 

dalam perkara ini adalah layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal untuk 

mengangkut barang (paket, kargo dan/atau pos) dengan menggunakan Lion Air, 

Batik Air, dan Wings Air. Sedangkan, perihal pasar berdasarkan geografis terkait 

perkara a quo meliputi angkutan udara niaga berjadwal dengan rute Bandara Hang 

Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara 

Juanda, dan Bandara Kualanamu. Meskipun pada akhirnya majelis komisi 

menyatakan bahwa pasar geografis yang sesuai hanyalah Lion Air dan Batik Air 

sedangkan terkait Wings Air tidak memenuhi persyaratan pasar geografis. 49 

Selanjutnya, mengingat Pasal 19 UU a quo menggunakan konstruksi rule of 

reason, maka KPPU harus pula membuktikan dampak negatif yang ditimbulkan dari 

perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor. In casu a quo, berdasarkan fakta yang 

terungkap di persidangan bahwa pada saat Perjanjian kerja sama 004 efektif berlaku, 

salah satu perusahaan yang terdampak ialah PT Jasamitra Ekspres Nusantara yang 

dulunya sebagai pelanggan Lion Air dan Batik Air.  Perusahaan tersebut tidak bisa 

mengakses rute sebagaimana tercantum dalam perjanjian a quo sehingga sebesar 

49.555 kg kargo beralih ke Lion Parcel. 

Kendatipun demikian, tetapi Majelis Komisi menilai bahwa praktik 

diskriminasi dalam perkara a quo tidak berjalan secara efektif karena tidak berhasil 

mengambil konsumen agen kargo lain. Hal ini dikarenakan konsumen beralih ke 

maskapai penerbangan lain diantaranya Garuda dan Citilink.50 Perlu diketahui 

terdapat karakteristik khusus mengenai praktik diskriminasi dalam ketentuan Pasal 

19 UU a quo, di mana pihak yang dirugikan adalah pelaku usaha yang bekerja sama 

dengan perusahaan diskriminatif baik pemasok atau pelanggan yang mungkin bukan 

pesaing dari perusahaan diskriminatif tersebut.51 In casu a quo kedanti konsumen 

tidak mengalami kerugian tetapi disisi lain terdapat kerugian yang dialami 

perusahaan lain yakni PT Jasamitra Ekspres Nusantara. 

Berdasarkan realitas bisnis perusahaan grup Lion Group Airlines di atas, 

praktik diskriminasi yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari strategi bisnis 

perusahaan grup. Adanya hasrat induk perusahaan Lion Group Airlines untuk 

memperoleh laba yang besar dengan cara mengurangi/menghilangkan perusahaan 

 
48“Putusan KPPU Nomor 07/Kppu-I/2020.” Hlm, 54. 
49“Putusan KPPU Nomor 07/Kppu-I/2020.” Hlm, 99-104. 
50“Putusan KPPU Nomor 07/Kppu-I/2020.” Hlm, 128 
51Tariq Hidayat Pangestu, “Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara 

(Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 7/Kppu-I/2020)”, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 2, 2021. Hlm, 20. 



Media of Law and Sharia, Volume 4, Issue 2, 2023, 130-152 

146 

pesaingnya melalui pengendalian terhadap anak perusahaannya sejatinya tidak 

sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia.52  

c. Kasus Penetapan Harga dan Jabatan Rangkap Perusahaan Grup (Garuda Group) 

Setelah Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 

melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap kasus a quo, pada hari selasa, tanggal 23 

Juni 2020, KPPU melalui Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019, memutuskan: 

1) Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya 

Air dan PT NAM Air terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 

UU Anti Monopoli;  

2) Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya 

Air dan PT NAM Air tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU Anti Monopoli;  

3) Memerintahkan kepada PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT 

Sriwijaya Air dan PT NAM Air untuk memberitahukan secara tertulis kepada 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan 

pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga 

tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. 

PT Citilink Indonesia merupakan anak perusahaan PT Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk. dengan kepemilikan saham sebesar 99% yang tergabung dalam satu 

perusahaan grup yakni Garuda Group.53 Sedangkan PT NAM Air merupakan anak 

perusahaan PT Sriwijaya Air dengan kepemilikan saham sebesar 75% yang juga 

tergabung dalam satu perusahaan grup yakni Sriwijaya Group.54 

Dalam praktiknya, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk menjalankan kegiatan 

usaha angkutan udara niaga berjadwal pada layanan full services dan anak 

perusahaannya yaitu PT Citilink Indonesia yang memiliki layanan no frills services. 

Sedangkan PT Sriwijaya Air yang menjalankan kegiatan usaha udara niaga berjadwal 

pada layanan medium services dan anak perusahaannya yakni PT NAM Air yang 

memiliki layanan no frills services.55 Pada dasarnya, kasus ini bermula dari 

perjanjian kerja sama operasi/manajemen yang dibuat oleh Garuda Group dengan 

Sriwijaya Group yang berlaku efektif pada tanggal 04 Maret 2019. Bahwa dalam 

kerja sama tersebut disepakati antara lain:56 

1) Pengelolaan pesawat oleh PT Citilink Indonesia; 

2) Pengadaan yang terpusat melalui Garuda Group;  

3) Berkolaborasi dalam kegiatan pemasaran;  

4) Pengelolaan manajemen Sriwijaya Group oleh Garuda Group  

 
52Hartana “Ekspansi Perusahaan Group Dalam Bidang Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Vol, 4, No. 1, 2018. Hlm, 

28. 
53“Putusan Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019,” Hlm, 919. 
54“Putusan Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019.” Hlm, 922. 
55“Putusan Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019.” Hlm. 523. 
56“Putusan Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019.” Hlm. 28. 
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Bahwa berkaitan dengan kerja sama tersebut, maka Garuda Group secara 

langsung maupun tidak langsung telah melakukan pengendalian secara operasional 

terhadap kegiatan usaha Sriwijaya Group. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

jabatan rangkap dimana pada saat yang sama pengurus perusahaan Sriwijaya Group 

yang dijabat oleh pengurus perusahaan Garuda Group yaitu sebagai berikut:57  

1) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra yang menjabat sebagai Direktur Utama 

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. juga menjabat sebagai Komisaris Utama 

di PT Citilink Indonesia dan sebagai Komisaris Utama di PT Sriwijaya Air; 

2) Pikri Ilham Kurniansyah yang menjabat sebagai Direktur Niaga PT Garuda 

Indonesia (Persero), Tbk. juga menjabat sebagai Komisaris di PT Citilink 

Indonesia dan sebagai Komisaris di PT Sriwijaya Air; 

3) Juliandra yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Citilink Indonesia juga 

menjabat sebagai Komisaris di PT Sriwijaya Air. 

Selanjutnya, in casu a quo menurut KPPU Para Terlapor melakukan telah 

penetapan harga tiket pesawat dengan cara sebagai berikut:58 

1) Mengurangi frekuensi dan/atau merubah dan/atau menghilangkan rute-rute 

penerbangan tertentu;  

2) Mengurangi atau menutup akses penjualan subclass tiket dengan harga rendah 

atau murah; dan 

3) Menaikan harga tiket pesawat 

Terjadinya penetapan harga dalam perusahaan Garuda Group di atas 

merupakan implikasi dari praktik jabatan rangkap yang marak terjadi dalam realitas 

perusahaan grup, yang mana dalam perkara a quo jabatan rangkap dilakukan oleh 

Direksi dari PT Garuda Indonesia. Penetapan harga tiket pesawat yang menimbulkan 

persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya bukan semata-mata bersumber dari 

pertimbangan nilai keekonomisan tetapi adanya kepentingan yang sama dari organ 

perseroan dan pada saat yang sama akan berdampak pada kenaikan harga tiket 

pesawat.59 

Implikasi jabatan rangkap terhadap penetapan harga juga dijelaskan dalam 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penetapan Harga, bahwa perilaku penetapan harga akan lebih mudah 

dilakukan jika terdapat jabatan rangkap dalam perusahaan yang saling bersaing. 

Alasan atau tujuan dari lahirnya ketentuan (ratio legis) larangan jabatan rangkap pada 

dasarnya untuk mencegah terjadinya pertukaran informasi dan atau kerjasama kolusif 

antar pelaku usaha yang saling bersaing yang menyebabkan hilangnya atau 

berkurangnya secara substansial persaingan di pasar dan memiliki dampak praktik 

monopolisasi atau merugikan bagi perkembangan perekonomian.60 

 
57 “Putusan Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019.” Hlm, 29. 
58 “Putusan Perkara Nomor 15/Kppu-I/2019.” Hlm. 342. 
59Puteri Nurjanah, Elisatris Gultom, And Anita Afriana, “Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi Bumn 

Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, 

Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 5, No. 2, 2021. Hlm. 777. 
60Op, cit. Hlm, 33. 
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Sementara jabatan rangkap dalam konstruksi perusahaan grup merupakan hal 

yang sangat mudah untuk dilakukan, mengingat induk perusahaan sebagai pemilik 

saham dominan berhak untuk memilih dan mendelegasikan anggota Direksi maupun 

Dewan Komisaris terhadap Anak Perusahaan, serta mengontrol seluruh kegiatan 

usaha Anak Perusahaan.61 Kendatipun dalam perkara a quo jabatan rangkap 

dilakukan melalui perjanjian kerja sama operasi, tetapi memiliki kesamaan secara 

kontekstual dengan jabatan rangkap melalui kepemilikan saham. 

Berdasarkan hasil analisis dari tiga kasus perusahaan grup di atas, terdapat berbagai 

bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha yang dapat dilakukan melalui strategi bisnis 

perusahaan grup. Pelanggaran yang demikian menurut Peneliti tidak menutup 

kemungkinan juga akan terjadi pada perusahaan-perusahaan grup lainnya di kemudian 

hari. Beberapa bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha tersebut merupakan 

implikasi dari situasi di mana perusahaan induk memiliki dominasi penuh atas kebijakan 

dan praktik bisnis sehubungan dengan tindakan anak perusahaan, sehingga anak 

perusahaan tidak dapat mengelak apa yang menjadi instruksi dari perusahaan induk.62 

Ditambah lagi adanya pengurus perusahaan induk yang juga menjabat dalam anak 

perusahaan pada waktu yang sama (rangkap jabatan) yang pada dasarnya telah diatur 

dalam Peraturan KPPU No. 7 tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap. Fenomena 

rangkap jabatan dalam realitas bisnis perusahaan grup tentunya semakin menguatkan 

kendali/kontrol atas perusahaan induk terhadap anak perusahaannya. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya yang bersifat preventif dalam menjawab 

permasalahan diatas, yaitu dengan cara membuat sebuah panduan (guidance) bagi 

perusahaan grup untuk membantu mereka dalam mematuhi hukum persaingan usaha 

dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Selain itu, menumbuhkan budaya kepatuhan 

perusahaan dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik juga merupakan hal yang tak 

kalah penting. Sehingga dapat mencegah perusahan grup terjerumus pada praktik-praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sejak dini.63 

 

4. Simpulan 

Problematika perusahaan kelompok (grup) dalam tata hukum Indonesia terjadi 

dikarenakan pengaturan perusahaan grup masih didasarkan pada UUPT 2007 dengan 

menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Anggota perusahaan grup bersifat mandiri 

secara yuridis, namun dalam realitas bisnisnya ada pengendalian anak perusahaan oleh 

perusahaan induk yang menunjukkan adanya kenyataan yang bersifat ganda yang saling 

bersitegang. Timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapate terjadi 

melalui kepemilikan saham silang, praktik diskriminasi dan penetapan harga melalui 

jabatan rangkap. 

Peneliti menyarankan kepada pembuat aturan untuk membentuk sebuah panduan 

(guidance) bagi perusahaan grup dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sebagai upaya 

 
61Op, cit. Hlm. 177. 
62 Dijana Marković-Bajalović, “Parent Company Liability at the Crossroads of Company and Competition 

Law”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2021, Hlm, 7. 

https://www.researchgate.net/publication/354477896_Parent_company_liability_at_the_crossroads_of_co

mpany_and_competition_law 
63Paul Hughes, “Competition Law Enforcement and Corporate Group Liability—Adjusting the Veil,” 

European Competition Law Review, Vol. 35, No. 2, 2014. Hlm, 81. 
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preventif praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu, dalam upaya 

penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat, KPPU harus mampu memahami karakteristik dan tata kelolah bisnis perusahaan 

grup. Sehingga penegakan hukumnya akan jauh lebih menyeluruh dan berkeadilan. 
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